
NOMOR
LArmlEN

BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREB0N

:   loo.3.3.2 /    12     -Bapperida/2026
:  1 (satu)  berkas

TENTANG

PENETAPAN INDIRATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAII KABUPATEN CIREBON

TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI CIREBON,

Menimbang       :   a.    bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor  PER/9/M.PAN/5/2007  tentang  Pedoman  Umum
Penetapan lndikator Kinelja Utama di Lingkungan lnstansi
Pemerintah,  Bupati  wajib  menetapkan  lndikator  REneria
Utama  untuk  Pemerintah  Kabupaten  dan  Satuan  Kelja
Pemerintah   Daerah   (SKPD)   serta   unit   keria   mandiri
dibawahnya;

b.    bahwa  penetapan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cirebon

C.

Nomor  9  Tahun  2025  tentang  Rencana  Pembangunan
Jangka Menengah  Daerah Kabupaten  Cirebon  2025-2029
merupakan dasar utama pelaksanaan penetapan lndikator
Kineria   Utama   Pemerintah   Daerah   dan   Satuan   Keria
Perangkat Daerah (SKPD);
bahwa  berdasarkan  pertiinbangan  sebagainana  dinaksud
dalam hun]f a dan huruf b,  perlu menetaphan Keputusan
Bupati   tentang   Penetapan   Indikator   REneria   Utama   di
hi8kungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tchun Anggaran
2026;

Mengingat         :    1.     Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287) ;

2.    Undang-Undang     Nomor      1      Tahun      2004      tentang
Perbendaharaan    Negara    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia  Tahun  2004   Nomor  5,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.    Undang-Undang     Nomor     15     Tahun     2004     tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan



Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

4.    Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem
Perencanaan   Pembangunan   Nasional   (Lembaran   Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  104,  Tambahan
Lembaran  Negara     Republik Indonesia Nomor 4221);

5.     Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah  beberapa  kali,  terakhir  dengan  Undang-Undang
Nomor   6   Tahun   2023   tentang   Penetapan   Peraturan
Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2         Tahun
2022    tentang    Cipta    Keria    menjadi    Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023     Nomor
41,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 6856);

6.     Undang-Undang     Nomor     107     Tahun     2024     tentang
Kabupaten   Cirebon   di   Provinsi  Jawa  Barat   (I+embaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2004   Nomor   293,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
7044);

7.    Peraturan   Pemerintah   Nomor   39   Tahun   2007   tentang
Pengelolaan    Uang    Negara/Daerah    (Lembaran    Negara
Republik  Indonesia  Tahun   2007   Nomor  83,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;

8.    Peraturan   Pemerintah   Nomor   8   Tahun   2008   tentang
Tahapan,   Tata   Cara   Penyusunan,    Pengendalian    dan
Evaluasi   Pelaksanaan   Rencana   Pembangunan   Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2008 Nomor
2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

9.    Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2017   tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

10.  Peraturan   Pemerintah   Nomor   13   Tahun   2019   tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran  Negara   Republik Indonesia Tahun 2019 Nopror
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ,`
6323);

11.  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Peljanjian Kineria, Pelaporan Kinelja dan Tata Cara



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Reviu  Atas  Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (Berita
Negara  Republik    Indonesia    Tahun 2014 Nomor 1842);

12.  Peraturan   Menteri   Dalam Negeri Nomor 86 Tahun  2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan   Daerah,   Tata   Cara   Evaluasi   Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan iJangka
Panjang   Daerah   Dan   Rencana   Pembangunan   Jangka
Menengah  Daerah,  Serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana
Pembangunan     Jangka     Panjang      Daerah,      Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  Dan  Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia `
Tahun 2017 Nomor 1312);

13.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun  2020
tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020            Nomor
1781);

14.  Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012
tentang    Sistem    Perencanaan    Pembangunan    Daerah
(I,embaran  Daerah  Kabupaten  Cirebon Tahun 2011 Nomor
9, Serf E.4);

15.  Perafuran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2024
tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah
Tahun  2025-2045  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Cirebon
Tahun   2024   Nomor   5,   Tambahan   Lembaran   Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 5);

16.  Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun   2025-2029    (Berita   Daerah   Kabupaten   Cirebon
Tahun 2025 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

:   Menetapkan   Indikator   Kinelja   Utama   (IKU)   di   Lingkungan
Pemerintah    Kabupaten    Cirebon    Tahun    Anggaran    2026
sebagaimana   tercantum   dalam   Lampiran  yang   merupakan
bagian tidak teapisahkan dari Keputusan ini.

:   Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU   merupakan   acuan   kinelja   yang   digunakan   oleh,
Kabupaten    Cirebon,    untuk   menetapkan    rencana   kinerja  ;
tahunan,   menyampaikan   rencana   kineria   dan   anggaran,
menyusun  dokumen  penetapan   kineria,   menyusun   laporan
akuntabilitas  kinerja   serta  melakukan   evaluasi   pencapaian



kinerja sesuai dengan dolnimen Rencana Strategis  Kabupaten
Cirebon.

KETIGA              :   Indikator Kinerja utama sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU,  disusun  dengan  mengacu  kepada  Indikator  Kinelja
Strategis Pemerintah Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT          :   Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal    2'3   `Tt-`ii.u.{qri   2)26

BUPATI CIREB0N,

de\\`-    IMRON

Tembusan :
1.  Yth. Gubemur Jawa Barat;
2.  Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3.  Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



Lampiran     :    KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR     :    loo.3.3.2 /   12   -BAPPERIDA/2026
TANGGAL  :    2J  J.ranuari  2J26
TENTANG  :    PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH RABUPATEN CIREBON

TAHUN ANGGARAN 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA RABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2026

REal / Saigamn•,stmtegis Indlhator Kinerja Utama Formula Penghltungan Saturn Target Pemnghat DaerahP®ngampu Sumber Data

unsI 1 : MEWu:UUDRAN TA¢A KELOIA pRErmRINTAHAN TANiG BERSIH, IIrmIAIANI, AKilNTABEL, DAN PTtoFEsroNAL
Sac- 1 : Indeks Pelayanan Publik (IPP) Indeks Pelayanan Publik: Person 4,35 SEKRETARIAT DAERAH KEMENPAN RB
TeruJufudny a tata Kelola Indikator yang mengukur DAN SELURUH
pemeriT[tohan y cmg kualitas pelayanan publik PERANGKAT DAERAII
crdaptif; holchorafif i berdasarkan aspek
akurt±abez dan transparansi, aksesibilitas,
trornspcun;n dan kepuasan Masyarakatterhadaplayananpemerintah.

Nilai SAKIP Hasil Perhitungan KemenpAN Nilai 69,2 SEKRETARIAT DAERAII , KEMENPAN RB
RB BAPPELITBANGDA,INSPBKTORAT,DISKOMINFO,BKPSDM,DANSELURUHPERANGKATDAERAII

Opini BPK Opini BPK: Penflaian Badan Opini WTP BADAN KEUANGAN DAN BPK
Pemeriksa Keuangan (BPK) ASRT DAERAH DAN
atas kewajaran laporankeuangandaerahyangdidasarkanpadastandarakuntansipemerintahan. INSPEKTORAT

Indeks Sistem Pemerintahan Indeks SPBE: Pengukuran Poin 3'81 DINAS KOMUNIRASI DAN KEMENPAIN RB
Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap penerapan Sistem INFORMATIKA,



Mist / SacaranStrategis Indihator Klnerfu Uta" Formula Penghitungan Saturn Tnget Peranghat DaerahPengampu Sumber Data

Pemerintahan Berbasis SEKRETARIAT DAERAII
Elektronik (SPBE) yang (BAGIAN ORGANISASI) ,
mencakup tata Kelola, DAN SELURUH
layanan, dan infrastrukturdigitaldipemerintahan. PERANGKAT DAERAH         `

Rasio Kemandirian Fiskal Perbandingan antara Persen 18,26 BADAN PENDAPATAN PEMERINTAH
pendapatan asli daerah (PAD) DAERAH, BADAN ` KABUPATEN
dengan total pendapatandaerah KEUAVGAN DANASETDAERAH,DINASPEKERJAANUMUMDANTATARUANG,DINASKESERATAN,DINASLINGKUNGANHIDUP,DINASPERHUBINGAN,DINASPERDAGANGANDANPERINDUSTRIAN,DINASKETENAGAKERJAAN,DINASPERTANIAN,DINASKETAHANANPANGANDANPERIKANAN,DINASPEMUDADENOLAHRAGA CIREBON

MISI 2 IIrmRElp'rARAN EHoSISTEM INoVAquF DI pEIIrmRINTAHAN DAN nIAsyARLLEIAT

Sasaran 2 : Indeks lnovasi Daerah (IID) Perhitungan F`ormula IID dari Poin Cf2.,Sfi BADAV KEMENDAGRI RI
Mewingkatry a ptlarpendorongdayascingdaercthdartsisifiaktor Kementerian Dalam Negeri RI PERENCAVAANPEMBANGUNEN,PENELITIANDAN



H±Sl / Sasainnstrategis, Indihatdr Kineda Ufatna FQrchuta Penghitrngan  , §atunn Target
'   P¢ranghat lfaerahPenganpu

Sumber Data

SDM, Fahior Pasar, d;amEhosi,stemlnouasl PENGEMBANGANDAERE,SEKRETARIATDAERAH,SELURUHPERANGKATDAERAH

msI 8 I)rmNrolp'rAKAN MASYARARAT MA`IU DAN MODERN rAbro TTDAK rmNINtcaAIRAN JAII DIRT ADLLT DAN a ``

S3asaran 8 : Tingkat Kemiskinan Perhitungan Tingkat Person 10,10 DINAS SOSIAL, DINAS BPS
Meningkatngakesejch±eraanmasgarahalrnetoluipembangurunnsosial,ekonomldanimfrastrukfuryanginltuslf Kemiskinan dari BPS PEMBERDAYAANMASYARAKATDANDESA,DINASPENGENDALIANPENDUDUK,KELUARGABERENCANA,PEMBERDAYRANPEREMPUANDANPERLINDINGENANAK,DINASKESEHATAV,DINASPENDIDIKAN,DINASPEKERJAANUMUMDANTATARUANG,DINASPERUMAHAN,KAWASANPEANDANPERTANAHAN

Pertumbuhan PDRB Sektor Perhitungan Pertumbuhan Person 5,63 DINAS PERTAVIAN, BPS
Unggulan Daerah PDRB Sektor Unggulan Daerah DINAS KETAHANAN

EPS PENGAN DANPERIENAV,DINASPERDAGANGANDAN



Hgiv / Sacarin,strategie, i  lndthtor RIperja Th" Forfpula penghitungan  ' I
`,  satuan

Tdrg®t
I   PerangtEat Daerahbenganpu

t§umber hata

PERINDUSTRIAN,DINASKOPERASI,USAIIAKECILDANMENENGAH,DINASKEBUDAYAANDANPARIWISATA,DINASPENANAMANMODALDANPELAYANANTEREADUSATUPINTU,SEKRETARIATDAERE(BAGIAVPEREKONOMIANDANsuunERDATAALAM)DANDINASKETENAGAKERJAAN

Persentase Pertumbuhan Perh itungan Persentase Persen 4,06 DINAS PENANAMAN BPS
Investasi Daerah Pertumbuhan lnvestasi DaerahEPS MODAL DENPELAYENAVTERPADUSATUPINTU,DINASPERDAGANGAN DANPERINDUSTRIAN,DINASPERTANIAN,DINASKOPERASI,DANUSAHAKECILDANMENENGAH,DINASPERERJAANUMUMDANTATARUANGDANDINASKETAIIANANPANGANDANPERIRANAV



Mist / Sas&ranstrategia( Indihator Kiacrja Uta" Fomut Pe nghitungan satudn
•  Tnget I   P¢ranghat DaerahPengampu

Sunder Data

Tingkat Pengangguran Perhitungan Tingkat
Persen 5'74

DINAS BPS
Terbuka (TPT) Pengangguran Terbuka EPS KETENAGAKERJAAN,DINASPEMUDADANOLAHRAGA,DINASEKONOMI,DINASPENANAMANMODALDANPELAYANANTERPADUSATUPINTU,DIENDINASPENGENDALIANPENDUDUK,KELUARGABERENCANA,PEMBERDAYAANPEREMPUANDANPERLINDUNGANANAK

Indeks Kualitas Layanan Perhitungan Indeks Kualitas Poin 89,81 DINAS PEKERJAAN BAPPERIDA
Infrastruktur Iidyanan lnfrastruktur UMUM DAN TATA

Bapperida RUANG, DINASPERURAHAN,KAWASANPERMUKIMAN DANPERTENAHAN,DINASPERHUBUNGAN,DINASKOMUNIKASIDANINFORMATIKADANDINASPEMBERDAYAANMASYARAKATDANDESA



Misi/ SaeamnIStrategis Indihator Kinegiv Ut&" Formuth penghitungan  I s&tuan Target , Peranghat Daerahpenganpr Sumber Dht&

Indeks Desa Perhitungan Indeks Desa Poin 81,39 DINAS KEMENDES
Kemendes PEMBERDAYAANMASYARAKATDANDESA,KECAMATAN,SEKRETARIATDAIBAH(BAGIAINPEMERINTAHAN)DANDINASSOSIAL

Prevalen si Ketidakcukupan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Persen 5,57 DINAS KETAHANAN BADAN PANGAN
Konsumsi Pangan/ Prevalence

I .     . . .- ==:   -    =   `
PANGAN DAN NASIONAL

of Undernourishment (PoU) PERIENAV, DINASPERTANIAN,DINASPEKERJAANUMUMDANTATARUANG,DINASKESEHATAN,DINASPERDAGANGANDANpERrmusTRIAN,DINASKOPERASI,DANUSAHAKECILDANMENENGAH,DINASSOSIAL,BADENPENANGGULANGANBENCANADAERAH,DINASPENDIDIKAN,DINASLINGKUNGANHIDUP,DINASPENGENDALIANPENDUDUK,KELUARGA (BPN)



Mist / sasoinb\,strategis, Indihator ELerja Utama F®rnuta penghitungan  I satuan -get,
I I  Peranghat D&erahPenganpu

Sunder Data

BERENCANA,PEMBERDAYAANPEREMPUANDANPERLINDUNGANANAK,DINASPERUKAWASANPERMUKIMANDANPERTANAIIAN,DINASPEMBERDAYAANMASYARAKATDANDESA,SEKRETARIATDAERAH,DINASKOMUNIKASIDANINFORATIKA,BADAVPERENCAVAANPEMBANGINAN,RISETDANINOVASIDAERAH,DINASKEBUDAYAANDANPARIWISATA,DINASPERHUBUNGANDANKECAMATAN

Sasarc.n 4 : Indeks Pendidikan Perhitungan lndeks Poin 0,61 DINAS PENDIDIKAN , BPS
MerdrLgkctng a kunlitasTnamusiadartsi.siperididikan,kesehatan,budagadcmkualitaskehaarqa Pendidikan EPS DINAs KEjmslpANDANPERPUSTAKAAN,DANDINASPEMUDADANOLARAGA

Indeks Kesehatan Perhitungan lndeks Kesehatan Poin 0,853 DINAS KESERATAN, BPS
EPS DINAS



M]s`l / Susamn'strategis` Imdlhator K±neda Utama Formut Penghitungan •satuan Tnget
I ,  Perangtryt baerahP€nganpu

suriber hate

PENGENDALIANPENDUDUK,KELUARGABERENCANA,PEMBERDAYAANPEREMPUANDANPERLINDENGANANAKDANDINASPEMUDADANOLAHRAGA

Indeks Kebudayaan Daerah Perhitungan lndeks Poin 47,76 DINAS KEBUDAYAAN DINAS
Kebudayaan Daerah DAN PARIWISATA,DANSERETARIATDAERAIIBAGIANPEREKONOMIANDANSUMBERDAYAALAM KEBUDAYAAVDANPARIVISATA

Indeks Pembangunan Perhitungan lndeks Poin 64,80 DINAS BKKBN
Keluarga Pembangunan Keluarga dari PENGENDALIAN

BKKBN PENDUDUK,KELUARGABERENCANA,PEMBERDAYAANPEREMPUANDANPEELINDINGANAVAK,DINASPENDIDIKAN,DINASSOSIAL,SEKRETARIATDAERAH,DINASKETENAGAKERJAAN,BADANKESATUAN



RAisl / SasoranStrategls Ibdihator Kineth Uta" Fomula Penghitungan Satuan Tnget. Peranghat DaerahPeng&mpu Sunber I)ata

BAVGSA DANPOLITIK,DINASKESEHATAN,SEKRETARIATDEWAIN,DINASPER'KAWASANPERMUKIMANDANPERTANAHAN,DANDINASKOMUNIKASIDANINFORRATIKA;

rmsl 4 hceREunRAN TOLERAusl AI`rmAR uMA\T BERACIAMA sBsuAI DEI`raAN REyAIHNAN PARA PBMBL:UKNIA

Sas-I, 5 : Indeks Kerukunan Umat Hasil Perhitungan Indeks Poin 74,95 BADAN KESATUAN KEMENAG
Meninghafraya kei;mcman Beragana Kerukunan Umat Beragama BAVGSA DAN
dan ke±akwaa;n apcun;furdan"asyaraha± Kemenag POLITIK,SEKRETARATDAERAHDANKECAMATAN

msI 5 IIrmRElpTAKAN HNCEKUNaAN YANG ASRI, AMAN, DAN NTAMAN

Sasaran 6 .. Indeks Ketentraman dan Perhitungan lndeks Poin 54 SATUAN POLISI SATPOL PP,
Mewingkatng a Ke±ertib cm Ketertiban Umum ketenteraman dan Ketertiban PAMONG PRAJA, DISDAMKAR DAN
Urroum dcm Kctert±erananMasgcun,hat Umum Satpol PP dan Dinas KECAMATAN, DINAS PENYELAMATAN

Pemadam Kebakaran dan PEMADAM
Penyelanatan KEBAKARAN DANPENYELAMATAN,DANBADANKESATUAVBANGSADANPOLITIK



RErfu / Sasamnstrategis
t  lndikat®r Kineda Utama Formula penghitungan  : saturn Target P€rangket DaerahPengampu Sunb®r Data

berkelanjutccn dan1ccta:ha:nandaerah (PEREKONOMIAN DANSDA),DINASPEKERJAANUMUMDANTATARUANG KEHUTAVAN,LPPD

BUPATI CIREBON,

de`-    MRON


